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DAN PULAU - PULAU KECIL
y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI SIDOARJO,

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembatas utama
dalam menjaga Wilayah Kabupaten Sidoarjo dari bahaya alam naiknya
permukaan air laut, Abrasi/Erosi dan bencana alam lainnya seperti tsunami,
karena letak geografis wilayah Sidoarjo yang merupakan dataran delta yang
sangat dekat dengan wilayah perairan laut, maka perlu adanya perlindungan
dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam
kewenangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjaga kelestarian
lingkungan dan ekosistem yang ada;

bahwa pertimbangan utama dalam melakukan kegiatan perlindungan dan
pengawasan wilayah pesisir adalah untuk menjaga kerusakan alam di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh siklus alam dan
aktivitas manusia yang cenderung menimbulkan kerusakan alam; ‘

 bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi

Pemerintahan Daerah untuk mengatur, melindungi dan mengawasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil , serta membuka ruang partisipasi masyarakat
untuk ikut menjaga, melindungi dan mengawasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil serta memanfaatkan dan melestarikan potensi sumberdaya alam
yang terkandung didalamnya demi kemakmuran masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor: 41) Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2690);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3260);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya

~ Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3647); "

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389); '

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739 );

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia
Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3982);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4230 Tahun 2002);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);




21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

- PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil,;

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

27. Peraturan Dierah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 — 2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan
BUPATI SIDQARJ (0)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

90 e o

Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyenggara pemerintahan daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kelautan dan
perikanan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai
dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut.

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non
organisme serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas
dan produktivitas.

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km? ( dua ribu
kilometer persegi ) beserta keseluruhan ekosistemnya.

¥
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Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan

- alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan
tujuan yang telah disepakati.

Perlindungan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan untuk
melindungi, - pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar
sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4
(empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-
pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk
dipertahankan keberadaannya,

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
dalam lingkungan perairan.

Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Lingkungan Sumber Daya lkan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan,
termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non
hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan,
terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut
yang terkait dengan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan
dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan perikanan serta energi gelombang
laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Daerah Perlindungan dan Pengawasan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat
meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau
bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha
pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut serta pengrusakan lingkungan yang
dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan
masyarakat lokal.

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Izin Usaha Perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi
penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan
memberikan nilai tambah pada ikan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

Nelayan Andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang
berasal dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo yang berdomisili di daerah Kabupaten Sidoarjo
dalam waktu tertentu dan tidak menetap.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal/perahu perikanan
berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
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Pembudidaya Tkan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

. pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

Alat Tangkap adalah sargna dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan
untuk menangkap ikan.

Pelabuhan Perikanan adalah suatu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat
nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi
perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk
digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil,
penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Partisipasi Masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau
saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambllan keputusan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan perikanan.

Pelestarian Sumber Daya lkan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
sumber daya ikan. '

Kelembagaan Masyarakat Perikanan adalah organisasi masyarakat baik nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah jkan, pedagang ikan maupun pengusaha lain yang bergerak
dalam bidang perikanan.

Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat dengan Pokmaswas adalah
kelompok masyarakat swakarsa yang berperan dalam hal pengawasan kelestarian perikanan,
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat dengan Pokdakan adalah gabungan
pembudidaya ikan yang terorganisir dan dibina oleh dinas kabupaten serta mempunyai
pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok.

Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah organisasi
usaha Pokdakan di tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari seluruh Pokdakan hasil
binaan dinas kabupaten yang mempunyai AD/ART yang keberadaannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus
dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.

Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan disingkat SIUPI adalah surat yang harus dimiliki oleh
setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sidoarjo;
Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan
perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta
target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap
satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan
perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur
dan tanggung jawab dalam rangka mengoordinasikan pengambilan keputusan diantara
berbagai lembaga / instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau
kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau
beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang
diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap
kawasan perencanaan.

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP3 adalah hak atas bagian-bagian
tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang
terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas
permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan
tertentu.




